S BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI Puncak Permai Utara Il No 21, Surabaya
(031) 99148633

set.jatim@bawaslu.go.id

Telepon/ Fax
Email

SURAT TUGAS
NOMOR: 96/HK.03.00/J1/01/2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

Dasar

.oa.

b.

N —

bahwa dalam rangka supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten
Jember terkait persiapan Agenda Sidang pada tanggal 5 Februari 2025 di
Pengadilan Negeri Jember;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu memberikan surat tugas
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Organisasi danTata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilu;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat
Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023
tentang Penrencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan;

Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



MENUGASKAN :

Kepada : Nama : 1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim
2. Sonny Marta Mardana
3. Krisna Andika Tama

Untuk : 1. Perjalanan Dinas dalam Provinsi, dalam rangka supervisi dan koordinasi dengan
Bawaslu Kabupaten Jember terkait persiapan Agenda Sidang pada tanggal 5
Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 s.d 2 Februari 2025,
di Kabupaten Jember.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

Surabaya, 31 Januari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Jawa Timur,

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Tembusan
1. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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73 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Puncak Permai Utara Il Nomor 21 Surabaya

Telepon/ Faximile

- (031) 99149481

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 1288/HK.03.00/J1/12/2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

Dasar

a.

Bahwa dalam rangka menghadiri panggilan sidang Pengadilan Negeri
Jember Kelas |IA dalam perkara nomor : 127/Pdt.G/2024/PN Jmr dengan
agenda Sidang Pembacaan Jawaban;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat
tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilu;

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Kepada

Untuk

10.

272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA — 115.01.2.686349/2024,
tanggal 24 November 2023;

MENUGASKAN :

1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S.IP
2. Sonny Marta Mardana, SH

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti persidangan dalam perkara
perdata Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Jmr dengan agenda Sidang Pembacaan
Jawaban, tanggal 01 sd 03 Januari 2024.

Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.

Surabaya, 31 Desember 2024
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

${ttd}

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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S BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI Puncak Permai Utara Il No 21, Surabaya
(031) 99148633

set.jatim@bawaslu.go.id

Telepon/ Fax
Email

SURAT TUGAS
NOMOR: 107/HK.03.00/J1/02/2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

Dasar

.a.

b.

N —

bahwa dalam rangka Hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti
awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan pada tanggal 5 Februari 2025
di Pengadilan Negeri Jember;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu memberikan surat tugas
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Organisasi danTata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilu;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat
Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023
tentang Penrencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan;

Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



MENUGASKAN :

Kepada : Nama : 1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim
2. Sonny Marta Mardana

Untuk : 1. Perjalanan Dinas dalam Provinsi, dalam rangka Hadir dipersidangan untuk
mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi’kewenangan
pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 sd 5
Februari 2025, di Kabupaten Jember.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

Surabaya, 4 Februari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.
Tembusan
1. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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S BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

JI Puncak Permai Utara Il No 21, Surabaya
(031) 99148633

set.jatim@bawaslu.go.id

Telepon/ Fax
Email

SURAT TUGAS
NOMOR: 218/HK.03.00/J1/02/2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

Dasar

.a.

b.

N —

bahwa dalam rangka hadir untuk mengikuti agenda Putusan Sela pada tanggal
26 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu memberikan surat tugas
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Organisasi danTata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilu;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat
Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023
tentang Penrencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan;

Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



MENUGASKAN :

Kepada : Nama 1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim
2. Sonny Marta Mardana
3. Laylatul Munawaroh
4. Tony lhsan
Untuk : 1. Perjalanan Dinas dalam Provinsi, dalam rangka hadir dipersidangan untuk

mengikuti agenda Putusan Sela di Pengadilan Negeri Jember, pada tanggal 25
sd 27 Februari 2025 di Kabupaten Jember.

2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

Surabaya, 25 Februari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.
Tembusan
1. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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= RELAAS PANGGILAN SIDANG [SURAT TERCATAT)
Momor: 127T/PdLGI2024PN Jmr

Saya, Sutikno, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A dalam Perkara
Nomor 127PdLG/2024/PN Jmr. memanggil ;|
- BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROPINS|

JAWVA TIMUR
: jalan Puncak Permai Utara |l No. 21, Lontar, Kec. Sambikerap,

I Surabaya, Lontar, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Tirmur
Sebagai : Tergugat Il

Untuk Mengikuti Persidangan dalam perkara perdata Nomar 127/Pdt.GI2024/PN Jmr.
dmgmaguﬂupemi'hmanmnghrhmmdmdﬂmnﬂmpada: :

Mama

Alamat

Hari : Rabu
Tanggal ; 06 November 2024
Jam : 09,00 WIB
Tempat : Ruang Sidang
Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A

JI. Kalimantan Nomer 3, Jember
Agenda : Sidang Pertama

Sehubungan dengan adanya gugatan yang disjukan oleh |

MOHAMMAD HUSNI THAMRIN, SH. MH Sebagai Penggugat;
LAWAN

1. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLLU) REPUBLIK INDONESIA Dk
Sebagai Tergugat,

Jembac, 23 Oktober
/plh;% 2024




Jember, 18 Oktober 2024

e COoul
Wma Blsctronits Justics Sysis
Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Megeri Jember
Jalan Kalimantan No. 3
Jember

Hal : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

ARTCHNIS SUANIE, SH, MH

Dengan hormat, Ml 157B1030200112 1 GO
Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
Tempat, Tal lahir
Jenis kelarmin
Agama
Pendidikan
Status perkawinan
Warga Negara
Pekerjaan

No. Telp/HP
Alamat e_mail
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendin sebagal Penggugat untuk mengajukan
gugatan di Pengadilan Negeri Jember melawan:

1. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA
Beralamat di jalan MH. Thamrin No. 14, Kel Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

Selanjutnyd diseBUL SEBEGAT ... e e e e TERGUGAT I

2. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLL) PROPINSI JAWA TIMUR
Beralamat di jalan Puncak Permal Utara II No. 21, L.ontar, Kec. Samb:karap, Surabaya
Selanjutnya disebut sebagai ... .. TERGUGAT II

3. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLL) KABUPATEN JEMBER
Beralamat di jalan Dewi Sartika No. 54 Kel Kepatihan, Kec, Kaliwates, Jember
Selanjutnya disebut SBBAGAT ... e e s eeessasnssesesenssssnsnes ] ERGJGAT ITT

(Tergugat [, II, TIT untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT)



7S BAWASLU

BEDAN PIMGAWAS PIFILIHAN UHUS

PROVINSI JAWA TIMUR
JI. Puncak Permai WHara Il Momor 21 Surabaya
Telepon 2 {031) BET4E4
Email : setjstimifbawssiu.goid
Surabaya, 1 Januari 2025
Hsl . Jawsban Tergugat || dalam Perkars

Gugatan Perbuatan Melawsan Hukum Momor 127/Pdt. GR2024FPMN Jmr

“fang Terhormat
Ketua Pengadilan Megeri Jember Kelas 1A
Cqg. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
Cialam Perkara Gugstsn Perbustan Meltswan Hukum
Momor 127/Pdt. G2024FPH Jmr
di-
Jember

Cengan hormat,
Perkenankan kami yang bertands tangan di bewah ini:

Mama

MIP/FPamgkat

Jabatan

Kewsrganegsraan CTiesia

Alamat Jabatan :Jalan Puncak Pemmai Utara || Mo.21. Lontar, Kec. Sambikerep,

Surabaya, Jawa Timur

kesemuanya adslah Warga Megara Indonesia, terdin dari Anggots Badan Pengawas
Pemilihan Umum Frovinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Puncak Permai Utara || Mo 2, Lontar,
Kecamatan Sambikerep, Sursbaya, Jewa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Whusus dari Ketes
Badan Pengawas Pemilinan Umum Provinsi Jawa Timur Momor @ 550HK 03, 0306001 1/2024,
tanggal 4 Movember 2024 baik bertindak secara sendini-sendin maupun bersama-sama untuk
selanjutnya disebut Tergugat Il dalam gugatan perdata yang terdaftar delam Register Perkara
Gugatan Perbuatan Melewan Hulbum Momor 127/Pdt G2024FPN Jror. Dengan imi kami
mengajukan Jawaban terhadsp Gugstan Penggugst s=bagai berikut :

A.  DALAM EKSEPSI:
Bahwe Tergugat Il menolak semua dalil dan segala sesustu yang dikemukakan
olef Penggugsat dalam gugsatanmya, kecush yang diskui s=cara tegas oleh Tergugat Il
dalam Jawaban ini.

Bahwsa Eksepsi yang disjukan oleh Tergugst | terdiri dari:

I Pengadilan Megeri Jember Tidak Bewenang mengadili Perkara a quo
(Hompetensi Absolut);

Il.  Penggugat tidak memiliki Legal 5tanding untuk mengajukan gugatan a guo;

lll. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuor Libel).

I.  Penmgadilan Negeri Jember Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo
Pengadilan Megeri Jember Tidek Berwenang Mengadili Perkara a gquo dengan
slasan yurudis sebagai berikut:

1 Bahwsa yang menjadi pokok gugatan Penggugst ini adalah mengenai dugean
asdanya perbuatan melawsan hukum yang dilskukan oleh Tergugst | (Bawaslu
RI), Tergugat |l {Bawsslu Provinsi Jaws Timur), dan Tergugst Il (Bawaslu
Kabupaten Jember) dalam melaksanaksn tugas dan fungsi sebagsi pengawas
dan penindakan dugsan pelanggaran dalam fshapan Pemilikan Bupati dan
Wakil Bupsati Jember Tahun 2024;

Bahwa menunut ketetuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Pemilihan
Gubermur, Bupati, dan Walikota sebagsimana terakhir diubsh dengan Undang-
Undang Momeor § Tehun 2020 yang peda pokoknya menyebutkan: "Bawsslu
sdalah Badan sfau fembsga penyelenggsra pemilihan umum yang berfugas
mengawas penyslenggsaan pemiihan umum o seluubh wilayah Negsma
Hezatuan Repubil Indonesia sabsgaimans dimaksud dalam wndang-undang
yang mengstur mengensl penpelenggers pemilihan umum yang dibenkan
tugaz dan wewanang dafam pengawassn penpelenggarssn  Pemiliian
bardazakan ketenfuan yang dishur dalsm Undang-LUndsng ini”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Beawsaslu termasuk badan atsu
lembaga pemerintshan yang menjstankan tugas dan wewenang pengawasan
penyelenggarasn Pemilihan.

Bahwa Mahkesmszh Agung telsh menerbitkan Peraturan Mahkamsah Agung
Momor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelessian Sengketa Tindakan
Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh
Badan dan'stau Pejabat Pemerintzhan {Onrechmatige Overhaidadasd).
Bahwa perbustan melswan hukum yang dilskukan ofsh Badan danfatsu
Pejabat Pemerintah digtur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung
Momor 2 Tahun 2015 yang menyebuthkan:

Fazal 1 anghka 4 Sanghkefa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dandsfsy
Fejabst Pemenntahan (Onrechimastige Owverheidadead) adalsh szenghkefa yang
ol dalamnys mengandwng turfufan unfulk menyaiakan hidak sah dan'afau bafal
tindakan Pejabat Pemernniah, afau tidak mempunyss kekuatan hukum mengifa!
hezerts gandi rugl sesusl dengan ketenfuan persfursn perundang-undsmgan.
Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angks 7 Persturan Mahkamsh
Agung Momor 2 Tahun 2018 yang menyebutkan:

Fazal 1 angks 7 Tergugal adslah Pejsbat PFemennizh alau penyelenggsm
nagars lainnya yang melskukan  Twdakan Pemenntahan  berdazamksn

erqugsf N Dalsm Perkan

=mber Kelzs 14 Nomor 127/Pd




Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 127/Pdt.G/2024/PN Jmr
Pengadilan Negeri Jember

Jalan Kalimantan Mo. 3

Jember

Hal : REPLIK PENGGUGAT

Dengan hormat,

Pertama-tama Penggugat menyampaikan terima kasih kepada Majelis yang memberikan wakiu
satu minggu untuk membaca dan mempelajari Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat yang
disampaikan tanggal 2 Januari 2025 lalu. Setelah Penggugat mempelajari Eksepsi dan Jawaban
dari Para Tergugat, izinkan Penggugat menyampaikan Replik, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI
A.Mengenal Eksepsl Kewenangan Mengadill ( Competency Absolute)

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menyangkal seluruh eksepsi dan jawaban Para Tergugat,
yang disampaikan tanggal 2 Januari 2024;

2. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Pengawas Pengawas
Pemilu (Bawaslu) adalah badan atau lembaga penyelenggara pemilihan umum dan
menyimpulkan sebagai badan pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenang
berkenaan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Lalu mengutip Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara
yang memnyatakan "Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah,
yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan
pemerintahan (Badan danfatau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan
anrechtmatige overfeidsdzad);

3. Bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Tergugat mengutip Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan
Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan danfatau Pejabat
Pemerintahan (ocnrachtmatige overheldsdaad) yang pada pokoknya menyatakan Para
Tergugat sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan, sehingga apabila terjadi sengketa atau
perbuatan melanggar hukum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara;

TANGGAPAN

1. Bahwa dalil Para Tergugat tersebut pada hakekatnya merupakan "pengakuan™bahwa
telah terjadi perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat sebagaimana disangkakan
Penggugat dalam perkara # gug, hanya saja Para Tergugat berpendapat pengadilan yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara & guo bukan menjadi kewenangan
peradilan umum (Pengadilan Negeri Jember), melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Jember, 9 Januari 2024



S BAWASLU

BADAN PIMGAWAS PEHILIHAM UMUK

PROVINSI JAWA TIMUR
JI. Puncak Permai Utars Il Momaor 21 Sursbaya

Telepon o {031) 82148481
Email 1 setjstm@bawssiu.go.id

|Sursbaya, 14 Januari 2025
Hal : Duplik Tergugst Il dalam Perkara

Gugsatan Perbuatan Melawan Hukum Momor 127/Pdt. GR2024/FPMN Jmr

“ang Terhommat
Ketua Pengadilan Megeri Jember Kelas |1A
Cg. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
Cialam Perkara Gugatan Perbuatan Melswan Hukum
MNomar 127/Fdt G2024/FMN Jmr
di-
Jember

Dengan hormat
Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ni:
Mama

MIFFPamglkat

Jabatan

kKewarganegarsan  :  Indonesia
Alamat Jebatan : Jalan Puncak Permal Wtara Il Mo.21, Loniar, Kec. Sambikerep,

Surabaya, Jawa Temur

= Ly =
MEISWET HURNTT FeRgesie

t I Dalam Perena Gugafan P

r 127/Polf G/2024F)

Untuk den atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jewa Timur, beralamat di
Jalam Puncak Permai Utars 1| Mo 2, Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timwr,
berdasarkan Surat Wuasa Khusus dan Ketua Badan Pengawas Pemilinan Umum Provinsi Jawa
Tirnur Momor - 550HR.03. 030001 172024, tanggal 4 Nowemnber 2024 baik bertindak secara

sandiri-sendinl maupun bersama-sama untuk s=lanjutnya disebut Tergugat I,

Bahwa setelah membacs dan memperhatikan dengan cermat dalil Penggugst dalam Reglik
Penggugat tanggal § Januar 2024 dalam Perkara Gugsatan Perbuatan Melawan Hukum Momar
127/Pdt. G/2024/PN Jmr, dengan ini Tergugsat I akan mengajukan dan menyampaikan Duplik
terhadap Replik Penggugst sebagaimana akan diuraikan dibewah ini:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahws Tergugst || menclak dengan tegas seluruh dslil dan slasan-slasan dalam
Gugatan Penggugst terhadap Tergugat Il meupun selurub dslil dan alasan-slasan
dalam Replik Penggugst terhadap jswaban Tergugsat I, kecusli yang myata-nyata
diakui kebenarannys oleh Tergugat 15;

2. Baehws terkait dengan dalil Pengugst dalam eksepsi pada Repliknya, Tergugst I
feisp pada dalil atsupun slasan serts banishan ssbagaimana telsh dikemukaksn
Tergugsat || dalam Eksepsi dan jawaban Gugsatan tertanggal 1 Januan 2025 atsu
sebageimana yang telah Tergugat sampsaikan pada persidangan sebelumnya;

Bantahan Tanggapan Eksepsi Replik Penggugat

A. Competfency Absolute
1.  Bahwa Tengugst |l dengan tegas menyengkal selurush eksepsi dan tanggapan

Replik Penggugst yang disampsikan pada tanggsl 8 Januari 2025;

2. Bahws terhadsp tsnggepan Penggugst yeng menystskan “pengskuan”™

sebagaimana penggugsat dalitkan pada poin 1 sampai dengan 4 hal 1 sampai

dengan 2.

2.1 Bshwa terhadep =ksepsi tanggapan penggugst ysng menyatakan
‘pengakusn” =adalsh tidak benar, den tidak dapat dimaknsi sebagsi

pengakuan. dimana Tergugst Il menerangkan 8 quo sdaish Penggugat
menerma dokumen administrasi dari Tergugst |1l terksit dengan dugaan
pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember
Tahun 2024;

22 Bshwa terhadap 3 guo ftersebut seyogyanya merupakan  bentuk
implernentstf tindakan sdminisirasi pemesintehan untuk melakukan
danfatau  tidak melskukan perbuatan konkret  dalam rangks
penyelenggaraan pemesintahan.

Bahwa terhadsp tanggapen Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat

tidak memahami Teta Usaha Megara sebagaimana penggugst dalilken pada

poin 4 sampai dengan 5 pada halaman 2 sampai dengan 3.

3.1 Bahwa terhadap eksepsi tanggapan penggugst yang menyatakan & guao
adalsh tidak benar, dimana Tergugst [| menegaskan bahwsa Tergugst I
merupakan organ baru dengan sifstmya  independen (independent
regulatary agency). Momisi Megara Independen =adslsh organ negaera
(=state organs) yang diidealkan independen, dan karenanya berada di luar
cabang kekuasean eksekutif, legislatif, meupun yudikatf, namun justru
rmempunyai fungsi campur sari dari ketiganya. Funk dan Seamon komisi
independen fidak jarang mempunyai kekusssan “quasl legisiative”
“executive power “guasi fudicial”.’

312 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Momor 51 Tahun 2008 tentang
Perubshan Kedua Atas Undang-Undang Momor 5 Tahun 18358 Tentang
Peradilan Tata Usaha Megara.
a8  Pasal 1 angks 3 : Badan atau Pejabat Tata Usaha Megara adalah

badan atsu pejsbat  yamg melaksanaksnm  fungsi untuk
menyelenggarakan urusan pemerintshan baik di pusat maupun di
daerah,

Titk Triwudan T, lsmu Gunaid Widado, Hukum Tals Lsaha Megara dan Hukum Acars Peradlian Tafa Usaha
r-.le,"ala_ ganesis, Jakecta @ Kecara, 2011, bal, 124 =4 125,

MNeoen
vegen

ergugal [l Dalemn Perars Gugafan Perbusfan Melswsn Hutwm Pengsdilan

24PN Jmr




¥ BAWASLU

BADAN PENGAWAS FIMILINAN UMUR

PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Puncak Permai Utara |l Momor 21 Surabaya
Telepon (031} 28148481
Email : sef_ jafimi@bawsasiu.go.id

Sursbaya, 4 Februan 2025

Hal : Daftar Alat Bukh Awsl Tergugst [l Bewaslu Provinsi Jawa Timar dalam
Perkara Momor 127Fdt G2024FN. Jrr

fang Mulis
Ketua Pengadilan Megeri Jember cq.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember
Cialam Gugatan Pardats Perkara Momor 127/Pdt GRE2024FM. Jmr.
di-
Jember

Dengan Hormst,
!-}!.F'E'rhenankan kami yang bertandsa tangan di bawsah ini:
Mama :
MIP/Pangkat
Jabsatzn

Kewsarganegarsan : Indonesia
Alamat Jabatan :  Jalam Puncak Permai Utars |l Mo 21, Lontar, Kec.

Sambikerap, Surabaya, Jawsa Timur

Mama
MIP/Pangkat
Jabatan

Kewarganegarsan : Indonesia
Alamat Jabatan : Jalam Puncak Permai Utara I No.21, Lontar, Kec.
Sambikerap, Surabays, Jawsa Timur

Mama
MIF/FPamgkat
Jabatan

Kewsrganegarsan :  Indonesis
Alamat Jebatan :  Jalan Puncak Permai Utars |l Mo 21, Lontar, Kec.
Sambikerap. Sursbaya, Jawsa Timur

Kesemuanya adslsh Warga Megara Indonesia, terdin dan Angg
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jaws Timur, beralamst di Jamem
Puncak Permai Utara [| Mo 2. Lontar, Mecamatan Sambikerep, Surabaya,
Jewa Timur, berdasarksn Surat Kueasa Khusus dari Ketea Badan Pengawas
Pemilihan Umuwm Provinsi Jawa Timur Momor @ S50HE02.03K01M1 102024,
tznggal 4 Movember 2024, yang berkedudukan sebagai Tergugat I, baik
bertindak secars sendiri-sendin maupun bersama-sama untuk dan stas namsa
Tergugat Hl dalam gugatan Perdats yang terdafiar dalam Register Perkara
Momor 127Pdt. Gr2024/Ph. Jrar.

Cengan ini mengsajukan Alat Bukti Awal terhadap Gugatan Penggugat

sabagai berikut
RO. T BOKTI PENJELASAR FETERANGAN |
1. TH-1 Fasal T angka 17, angka 16, dan angks Fatokopi dan
17 Undang-Undang Momor 1 Tahun 2015 Berita Megara
tentang Penstapan Peraturan

Pemerintah Fengpganti Undang-Undang
Womar 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gulbernur, Bupati, dan VW&l Kota Menjadi
Undang-Undang {Lembaran Mepars
Republik Indonesia Tahun 2015 Momor
23, Tambahan Lembaran MNepara
Republk Indonesia  Momor  585E)
sebapgaimana telah b=berapa kali diubsh
terakhir dengan Undang-Undang Momor
G Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintsh Pengganti
Undang-Undang Momor 2 Tahun 2020

tentang  Ferubahan Febga afas
Undanglindang Momor 1 Tahun 2015
tentang Penstapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2014 tentang Pamilihan
Gubemur, Bupati, dan ¥Wah Kota Menjzd
Undang-Undang Menjadi  Undang-
Undang (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2020 Momor 1893,
Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor G547

-2

Feraturan Wahkamah Agung Fepublk
Indonesia Momor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman  Penyelesaian  Senpkets
Tindakan Pemerintahan Cian
Kewenangan  Mengadii  Perbuatan
Melanggar Hukum Cieh Badan Dan/Atsu
Pejabat Pemerintshan (Onrechimsige
COwverheidsdasd).

Fatokopi dan
Berita Negara

[

Th-3

Suraf Edaran Mshkamah  Apung
Republik Indonesia Momor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasid
Rapat Pleno Kamar Mshkamah Agumg
Tahun 2016 Sebsgai  Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Fatokopi dan
Fotokopi
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Pendaftaran Persidangan Putusan

INFORMASI PUTUSAN NOMOR : "127/Pdt.G/2024/PN Jmr"

Tanggal Putusan Rabu, 26 Februari 2025
Tanggal BHT Kamis, 13 Maret 2025

Amar putusan MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat |, Tergugat i, dan Tergugat lll tentang
Kompetensi Absolut;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.00
(empat ratus lima belas ribu rupiah);

SALINAN PUTUSAN NOMOR : 127/Pdt.G/2024/PN Jmr

Salinan Putusan

Segera lakukan pembayaran sebelum Rabu, 05 Maret 2025 - Pukul ;15:44:03 WIB

Nomor Pembayaran : 9869977942503001%
Jumlan PNBP yang harus dibayar : Rp.28.000,00

1]
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A
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